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ABSTRAK 

Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar 

Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali) 

Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana perlindungan sosial 

blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Pertanyaan 

tersebut berangkat dari sebuah masalah tentang masih sangat minimnya 

perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal, padahal perlindungan sosial 

merupakan hal yang sangat penting dalam merespons berbagai risiko dan 

kerentanan yang dihadapi masyarakat, dan blantik sapi yang merupakan salah satu 

jenis pekerja informal  memiliki risiko besar dalam berbagai aspek kehidupannya. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut 

adalah kualitatif deskriptif desain studi kasus. Informan penelitian terdiri dari 7 

orang dengan rincian 3 blantik sapi pasar ternak Jelok, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali; 

2 pedagang sapi pasar ternak Jelok; dan 2 pengelola pasar ternak Jelok dari 

DISPERINDAG Kab. Boyolali. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi blantik sapi 

pasar ternak Jelok ternyata tidak terpenuhi secara maksimal, blantik pasar ternak 

Jelok mendapatkan beberapa program dari elemen perlindungan sosial seperti pada 

elemen pasar tenaga kerja, skema mikro dan komunitas, serta perlindungan anak. 

Namun beberapa program lagi tidak terpenuhi, utamanya dengan hampir tidak 

terpenuhinya elemen bantuan sosial dan asuransi sosial terhadap blantik sapi pasar 

ternak Jelok, bahkan informasi dan pengetahuan blantik sapi pasar ternak Jelok 

mengenai berbagai program perlindungan sosial bagi mereka sangat minim. Faktor-

faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya perlindungan sosial blantik sapi 

pasar ternak Jelok dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal 

antara lain karena kesibukan blantik sapi dalam bekerja, ketidakpedulian blantik 

sapi dalam hal-hal seperti perlindungan sosial terhadap mereka, tidak adanya 

asosiasi ataupun serikat pekerja untuk blantik sapi pasar Jelok, hingga kekahwatiran 

blantik tidak mampu membayar tagihan iuran khususnya dalam konteks asuransi 

sosial. Kemudian pada faktor eksternal antara lain seperti kurangnya sosialisasi 

yang didapatkan blantik sapi terkait hal-hal yang berkaitan dengan program 

perlindungan sosial, pendataan peserta dilakukan oleh pemerintah, serta tidak 

masuknya blantik dalam kriteria penerima bantuan. 

 

Kata kunci: perlindungan sosial, pekerja informal, blantik sapi pasar ternak 

Jelok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Perlindungan sosial bagi pekerja berbagai sektor merupakan hal 

yang penting karena hal ini bertujuan memberikan bantuan bagi para 

pekerja pada saat para tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau 

seluruh penghasilannya sebagai akibat dari risiko – risiko antara lain:  

kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia. Pekerja sektor informal 

merupakan salah satu sektor yang perlu mendapatkan perlindungan sosial 

tersebut. Keith Hart mengatakan bahwa sektor informal adalah bagian 

angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang 

terorganisir, hal ini tentu memungkinkan pekerja sektor informal memiliki 

mobilitas dan fleksibilitas yang lebih besar daripada pekerja sektor formal 

yang telah terorganisir sebelumnya, sehingga hal-hal seperti lama waktu 

bekerja, upah atau gaji, sampai dengan perlindungan sosial terhadap mereka 

cenderung tidak jelas. 

Sejak 1 Januari 2014 lalu pemerintah telah mewujudkan amanah 

pasal 34 UUD NKRI 1945 yakni dengan melaksanakan Sistem Jaminan 

Kesejahteraan Sosial Nasional (SJSN) sebagai suatu tata cara 

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan 

penyelenggara jaminan sosial. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas 

sebagai penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial di Indonesia memiliki 
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satu badan hukum bernama BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas 

menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia. 

 Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menekankan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial 

tenaga kerja yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 

sebagai manusia yang bermartabat. UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menekankan bahwa “Tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat”. Namun hingga saat ini UU Nomor 3 Tahun 1992 

tersebut baru efektif bagi tenaga kerja yang berkerja di dalam hubungan 

kerja, sedangkan pekerja informal dengan jumlah yang lebih besar belum 

terlindungi.1 

 Padahal dalam UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan  Sosial dijelaskan bahwa menjadi peserta BPJS adalah sebuah 

kewajiban tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja di sektor 

informal, sayangnya selama ini BPJS sebagai instansi penyelenggara 

jaminan kesejahteraan sosial pekerja masih terlalu fokus pada sektor formal, 

sehingga berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan jaminan 

perlindungan pekerja yang mencakup perlindungan dan keselamatan kerja, 

                                                           
1 Siti Umu Adillah, Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal 

Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan,” Yustisia Jurnal Hukum vol. 4, no. 3 

( 1 Desember 2015). 
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hak-hak buruh informal sampai kepada kebijakan-kebijakan yang mengatur 

mereka ini dirasa belum merata.  

Hal ini sesuai dengan hasil survey LIPI atau Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia tentang jaminan sosial sektor informal pada tahun 

2019 lalu, hasil survey LIPI menyebutkan bahwa keterjangkauan BPJS 

ketenagakerjaan pada sektor informal masih sangat minim, hal ini tidak lain 

karena BPJS ketenagakerjaan dianggap masih terlalu fokus pada sektor 

formal.2  

Saat ini perlindungan sosial buruh formal masih menjadi hal atau isu 

yang lebih banyak dibahas daripada perlindungan sosial buruh informal baik 

oleh pemerintah sebagai penyelenggara jaminan kesejahteraan pekerja, 

akademisi maupun organisasi dan serikat buruh. Padahal saat ini 

perlindungan sosial pekerja informal tidak kalah penting bahkan cenderung 

lebih mendesak untuk dibahas, hal ini disebabkan karena pekerja buruh 

informal yang tidak terorganisir layaknya pekerja sektor formal, pekerja 

informal cenderung berusaha memperjuangkan hak hak mereka secara 

mandiri, selain itu data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan 

bahwa presentase pekerja sektor informal jauh lebih besar dari pada pekerja 

sektor formal yakni 60,47% atau sebanyak 77,68 juta orang dibandingkan 

dengan pekerja formal yang hanya 39,53% atau sekitar 50,77 juta jiwa.3  

                                                           
2 LIPI, "Jaminan Sosial Untuk Sektor Informal,” http: //lipi.go.id/berita/single/Jaminan-

Sosial-untuk-Sektor-Informal/21915 diakses pada 12 Juni 2021. 

 
3 “Badan Pusat Statistik,” https: //www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-

2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html, diakses pada 12 Juni 2021. 
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Sedangkan di provinsi Jawa tengah presentase pekerja informal juga 

memiliki presentase yang lebih besar daripada pekerja di sektor formal 

yakni 58,49% dan berbanding 41,51%.4 Besarnya tenaga kerja sektor 

informal telah membuktikan ketahanan ekonomi Indonesia ketika terjadi 

krisi moneter di tahun 1998-an. Sedangkan sektor formal tidak dapat 

bertahan di dalam bisnisnya, karena dipengaruhi oleh fluktuasi nilai dollar 

dan ekonomi negara lain. Karena banyak perusahaan yang pailit, kemudain 

berdampak PHK terhadap pekerja. Maka pemerintah, hendaknya 

memperhatikan juga kesejahteraan pekerja sektor informal yang jumlahnya 

di atas 60 persen dibandingkan pekerja sektor formal.5  

Banyaknya jumlah pekerja informal di Indonesia serta belum 

efektifnya berbagai kebijakan mengenai perlindungan sosial kepada pekerja 

informal ini yang menjadi alasan mengapa permasalahan perlindungan 

sosial pekerja sektor informal ini mendesak dan harus segera diselesaikan. 

Pekerja informal adalah kelompok yang paling gampang terpapar risiko, 

namun sayangnya perlindungan terhadap mereka juga yang paling minim.  

Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk 

mewujidkan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal salah satunya 

adalah melalui program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos), Askesos 

merupakan bentuk jaminan kesejahteraan sosial dengan sistem asuransi 

                                                           
4 “BPS Provinsi Jawa Tengah,” https: 

//jateng.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1204/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-jawa-tengah-

februari-2020.html, diaskes pada 12 Juni 2021. 

 
5 Zulkarnain Ibrahim, “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya 

Mensejahterakan Pekerja,” Jurnal Media Hukum, vol.  23, no. 2 (2016). 



5 
 

sosial untuk memberikan perlindungan, pertanggungan bagi masyarakat 

miskin, terhadap risiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat 

pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan ataupun meninggal 

dunia. Program Askesos merupakan program Kementerian Sosial RI yang 

dimulai sejak tahun 2003 dan diujicobakan sampai dengan tahun 2011 di 

seluruh Indonesia, sebagai salah satu model perlindungan sosial berupa 

jaminan sosial bagi pekerja informal dan pekerja mandiri berkategori 

miskin.  

Program Askesos ini memberikan jaminan sosial berupa pengganti 

penghasilan yang hilang, akibat sakit, kecelakaan kerja dan kematian. 

Perkembangan program Askesos mengalami perbaikan yang terakhir 

menjadi Askesos New Initiative. Sejalan dengan peraturan yang berlaku 

(Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang 

Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial, Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang 

Perasuransian) serta akuntabilitas program Askesos dapat lebih 

dipertanggungjawabkan. Askesos New Initiative telah berjalan sejak tahun 

2012 dalam implementasinya melibatkan organisasi sosial sebagai 

Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) dan PT. Jamsostek sebagai Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  

Askesos New Initiative merupakan pengganti dari Askesos yang 

pada awalnya penyelenggaraan jaminan diberikan kepada lembaga 

pelaksana Askesos yang kemudian penyelenggaraan jaminan diberikan 
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kepada badan yang berwenang yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek). Peserta yang diberikan adalah pekerja informal miskin yang 

sudah ditentukan dari Kementerian Sosial.6  

Namun terdapat beberapa persoalan yang membuat program ini 

tidak berjalan secara maksimal, seperti masa pertanggungan bagi peserta 

askesos dianggap terlalu singkat karena hanya 12 bulan, syarat maksimal 

usia peserta askesos di beberapa daerah dianggap terlalu sedikit yakni hanya 

sampai usia 55 tahun (di kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta), 

padahal banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal berusia lebih 

dari 55 tahun masih bekerja sebagai tulang punggung keluarga.7 

Perlindungan sosial juga merupakan salah satu hal yang cukup vital 

dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Edi 

Suharto dalam bukunya berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di 

Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan” 

mengatakan bahwa perlindungan sosial didefinisikan sebagai segala bentuk 

kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam 

risiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, 

maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam 

kemiskinan.8 Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh 

                                                           
6 Ahmad Purnama, “Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal,” Jurnal 

PKS 14, no. 2 (May 2015). 

 
7 Hani Amaria, Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) New 

Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2013-2014, Skripsi (Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga, 2015).  

 
8 Edi Suharto, Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia :  Menggagas Model 

Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, (cv Alfabeta, 2013) hlm 42 .  
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tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun 

masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama 

kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh 

dengan risiko9.  

Jika diimplementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan 

pembangunan ekonomi sosial dan sosial secara luas, maka skema 

perlindungan sosial tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.10Dalam persoalan pekerja sektor informal, perlindungan sosial 

merupakan sebuah cara ataupun upaya yang dilakukan untuk memberikan 

perlindungan dan meminimalisir berbagai risiko-risiko yang utamanya 

berhubungan dengan pekerjaan mereka, serta salah satu upaya yang 

dilakukan untuk membantu pekerja sektor informal untuk mengembangkan 

kualitas hidup mereka.   

Hal ini sesusai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 

tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa 

“perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah 

dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.11 Kelompok 

rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua 

                                                           
 
9 Ibid. hlm. 3. 

 
10 Ibid. hlm. 45. 

  
11 UU RI no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
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orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati 

standar kehidupan yang layak.  

Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak faktor yang mengakibatkan 

terjadinya kerentanan dalam suatu kelompok. Faktor-faktor tersebut adalah 

faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis. Hal tersebut 

mengakibatkan adanya kelompok rentan yang dapat menimbulkan dampak-

dampak negatif di wilayah tertentu seperti tingkat kriminal yang tinggi, 

adanya perpecahan kelompok, penyimpangan perilaku serta banyaknya 

pengangguran.12  

Artinya perlindungan sosial ini sangat diperlukan dalam upaya 

mencapai cita-cita bangsa Indonesia yakni kesejahteraan bagi seluruh 

rakyatnya, perlindungan sosial juga penting untuk mencegah tenaga kerja 

khususnya sektor informal yang belum terorganisir dengan baik untuk 

menjamin dan melindungi mereka dari risiko kerentanan dan mendukung 

upaya para pekerja sektor informal ini untuk dapat mewujudkan 

kesejahteraan hidup mereka. 

Tukang penjual sapi atau blantik sapi adalah salah satu contoh 

pekerjaan sektor informal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blantik 

diartikan sebagai perantara dalam proses jual beli, seperti pada proses jual 

                                                           
12 Sahadi Humaedi, Budi Wibowo, and Santoso T. Raharjo, “Kelompok Rentan Dan 

Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang),” 

SHARE:  Social Work Jurnal, vol, 10, no. 1 (2020). 
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beli hewan ternak, rumah dan lain lain.13 Pada proses jual beli sapi, blantik 

memiliki peranan yang penting sebagai perantara atau penghubung antara 

penjual dan pembeli, blantik seringkali membantu para petani yang akan 

menjual sapinya ke pasar dengan menjualkannya kepada pedagang atau 

kepada petani atau pembeli lainnya, blantik sapi juga memiliki peran 

sebagai penjual atau tukang jual sapi milik pedagang di pasar kepada petani 

atau pembeli, blantik juga harus siap membantu pedagang yang sedang 

melakukan proses penjualan sapi, seperti membantu memajang sapi, dan 

membujuk pembeli agar berminat dan cocok untuk membeli sapi dari 

pedagang tersebut. Penghasilan blantik sapi didapat dari upah atau bagian 

yang diberikan oleh pemilik sapi ketika blantik sapi tersebut telah berhasil 

menjualkan sapi milik pedagang atau para petani.  

Profesi blantik sapi merupakan sebuah pekerjaan yang tidak banyak 

diketahui oleh masyarakat umum, kecuali mereka adalah orang – orang 

yang bekerja di bisnis peternakan dan jual beli hewan khususnya sapi. 

Penelitian yang berkaitan dengan blantik sapi juga masih sedikit ditemukan, 

apalagi mengenai perlindungan sosial mereka sebagai pekerja sektor 

informal yang tentunya perlindungan sosial bagi mereka mulai dari cakupan 

perlindungan kerja, hak – hak mereka sampai dengan kebijakan – kebijakan 

yang berkaitan dengan blantik sapi di pasar ternak Jelok ini belum 

termekanisme dengan baik. Blantik sebagai salah satu kelompok rentan 

                                                           
13 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” (Def 2:  Belantik) , https: 

//kbbi.kemdikbud.go.id/entri/belantik, diakses pada 12 Juni 2021. 
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seharusnya dilindungi oleh Negara agar mereka dapat hidup sebagai 

manusia yang bermartabat dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi diri 

mereka dan keluarganya. Salah satu pasar sapi yang terdapat blantik sapi 

adalah di Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

Berbeda dengan beberapa pasar sapi yang pernah penulis datangi, 

observasi penulis menunjukkan bahwa blantik di pasar ternak jelok ini 

memiliki kecenderungan sebagai profesi yang turun temurun, hal ini 

disebabkan karena masyarakat Boyolali yang sejak dulu memang sudah 

terkenal senang berternak sapi dan kabupaten Boyolali sebagai penghasil 

susu dan daging sapi yang berkualitas ke seluruh wilayah di Indonesia, hal 

ini yang kemudian mendorong banyak masyarakat Boyolali kemudian 

menekuni profesi – profesi atau usaha lain yang berkaitan dengan sapi salah 

satunya adalah menjadi blantik sapi.14 Pernyataan ini selaras dengan data 

Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan 2019 yang 

menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali merupakan penghasil daging sapi 

terbanyak di provinsi Jawa tengah dalam satu tahun dengan total 13.294,28 

ton pada tahun 2018 dan 14. 147 ton pada tahun 2019.15  

Observasi penulis juga menghasilkan kesimpulan bahwa blantik 

sapi di pasar sapi Jelok berjumlah sangat banyak, meski tidak diketahui 

                                                           
14 Wawancara Dengan Gunawan, Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali., 

2021. 

 
15“BPS Provinsi Jawa Tengah,” https: 

//jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/22/1944/produksi-daging-ternak-menurut-kabupaten-kota-

dan-jenis-ternak-di-provinsi-jawa-tengah-ton-2018-dan-2019.html, diakses pada tanggal 12 Juni 

2021. 
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secara pasti berapa jumlah orang yang berprofesi sebagai blantik sapi di 

pasar ternak Jelok ini, namun menurut keterangan beberapa orang yang 

penulis temui dan wawancarai seperti pedagang dan salah satu blantik di 

pasar tersebut, blantik sapi di pasar sapi Jelok ini berjumlah kurang lebih 

30% dari populasi orang yang bekerja di pasar ternak Jelok, secara lebih 

mendetail keterangan yang diberikan oleh pedagang dan blantik pasar ini 

menjelaskan bahwa pedagang sapi memiliki presentase kurang lebih 30%, 

blantik sapi kurang lebih 50%, dan 20% sisanya merupakan orang orang 

yang bekerja di sektor lainnya seperti supir angkutan ternak hingga penjual 

makanan/ warung makan.16  

Besarnya presentase blantik sapi di pasar ternak Jelok 

mengindikasikan bahwa perlindungan sosial terhadap mereka merupakan 

hal yang penting, terlebih observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam 

proses kerjanya blantik menghadapi berbagai risiko yang besar, dan ketika 

blantik pasar Jelok mengalami kecelakaan kerja akibat dari risiko yang ia 

hadapi, mereka menghadapi risiko tersebut secara mandiri tanpa bantuan 

dari pihak lainnya, selain itu blantik sapi pasar ternak Jelok juga tidak 

memiliki asosiasi pekerja yang dapat membantu mereka dalam melakukan 

pembelaan, dan perlindungan terutama terhadap hak dan kepentingan 

mereka. 

Selain hal tersebut, berdasarkan obeservasi dari peneliti, yang 

membuat pasar ternak Jelok ini berbeda dengan pasar pasar ternak lainnya 

                                                           
16 Wawancara Dengan Bapak Siswanto, Pedagang Sapi Pasar Ternak Jelok, 2021. 
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adalah terdapat 2 kelompok atau dua jenis pedagang dan blantik sapi di 

pasar ini, orang-orang yang berkecimpung di pasar ini biasanya menyebut 

kelompok ini dengan pedagang dan blantik sapi merah (Sapi jenis simental, 

limousine, dan sebagian PO) serta pedagang dan blantik sapi hitam 

(pedagang sapi jenis FH), dan Biasanya mereka menempati 2 sisi lokasi 

yang berbeda di pasar ternak Jelok Cepogo Boyolali. Mekanisme kerja 

kedua blantik ini tidak jauh berbeda, dari sistem kerja dan upah tidak ada 

perbedaan yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya perlindungan sosial bagi buruh sektor informal khususnya 

blantik sapi di pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali.  

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

sosial merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan 

kesejahteraan setiap orang khususnya pekerja baik di sektor formal maupun 

informal, dan blantik sapi merupakan salah satu profesi /pekerjaan sektor 

informal yang belum banyak diteliti. Karena itu penelitian ini merumuskan 

masalah yakni:  

1. Bagaimana Perlindungan Sosial Buruh Informal Blantik Sapi Pasar 

Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali? 

2. Mengapa perlindungan sosial terhadap blantik sapi pasar ternak Jelok, 

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali tidak terpenuhi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu:  

1. mendeskripsikan perlindungan sosial pekerja informal yang dialami 

oleh blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten 

Boyolali. 

2. Menjelaskan penyebab tidak terpenuhinya perlindungan sosial 

terhadap blantik sapi pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian tentang perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak 

Jelok ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis. 

Adapun manfaatnya sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang perlindungan sosial terhadap buruh informal sehingga mereka 

dapat memperjuangkan hak hak mereka sebagai buruh informal. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah khususnya penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial 

ketenagakerjaan, pengelola pasar ternak Jelok dan masyarakat luas 

mengenai perlindungan buruh informal khusunya terhadap blantik sapi. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, penyusun telah melakukan beberapa 

kajian pustaka mengenai perlindungan sosial terhadap buruh informal, 

hasilnya penyusun menemukan beberapa kajian yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan penyusun mengenai perlindungan sosial buruh 

informal walaupun dengan beberapa perbedaan. Kajian tersebut 

diantaranya:  

Pertama, artikel jurnal karya Keppi Suksesi yang berjudul “Upaya 

Memperbaiki Kondisi Pekerja Sektor Informal Melalui Perlindungan 

Sosial”. Pada jurnal ini disebutkan bahwa pekerja sektor informal 

merupakan sektor yang melibatkan banyak skala, mulai dari skala kecil 

sampai dengan skala pengusaha besar. Namun terlepas dari besarnya 

presentase jumlah mereka, mereka sebenarnya rentan karena mereka 

terpinggirkan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dan 

kebijakan yang maksimal, hal ini seringkali terjadi di kota-kota besar. 

Dengan berbagai kondisi seperti terpinggirkannya keberadaan 

sektor informal ini, perlindungan dalam hal kesehatan, kelahiran, 

keselamatan kerja, pensiun, dan kematian merupakan solusi yang bisa 

dipakai untuk memperbaiki kondisi mereka. Layanan kesejahteraan sosial 

yang baik juga harus memberikan kepastian bahwa lembaga terkait bekerja 
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dengan baik dan memastikan menjangkau sektor informal sesuai Undang-

Undang dan peraturan daerah yang ada.17 

Kedua, artikel jurnal karya Melvira Novia Sari berjudul “Respon 

Pekerja Sektor Informal Terhadap Pelaksanaan Program Asuransi 

Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia”, 

jurnal ini membahas mengenai pekerja informal yang menghadapi situasi 

krisis karena berbagai hal seperti pandemi sehingga sangat mungkin 

mengalami berbagai perubahan kondisi karena sakit, kecelakaan, kematian 

dan lain-lain. Askesos adalah salah satu program yang dapat membantu 

pekerja informal dalam mengahadapi kondisi tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Askesos dan berbagai program perlindungan sosial 

bagi pekerja informal dianggap penting karena dapat membantu pekerja 

informal dalam menghadapi situasi sulit.18 

Ketiga, skripsi berjudul “Implementasi Program Asuransi 

Kesejahteraan Sosial (Askesos) New Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor 

Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-

2014” karya dari Hani Amaria dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya 

Hani menjelaskan mengenai implementasi dari program Askesos (Asuransi 

                                                           
17 Keppi Suksesi, “Upaya Memperbaiki Kondisi Pekerja Sektor Informal Melalui 

Perlindungan Sosial,” Jurnal Analisi Sosial, vol. 8 (Desember 2003). 
18 T. Melvira Novia Sari, “Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Pelaksaan Program 

Asuransi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia,” Walfare StatE, 

vol.2, no.4, 2013. 
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Kesejahteraan Sosial) di tiga kabupaten di DIY, penelitian ini dilatar 

belakangi oleh beberapa hal diantaranya, 1) kecelakaan dan kematian akibat 

kerja dapat dialami oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun baik itu 

pekerja sektor formal maupun informal. 2) data pekerja sektor informal jauh 

lebihh besar disbanding pekerja sektor formal. 3) kebijakan pemerintah 

tentang UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN, dan UU No 11 tahun 2011 

tentang kesejahteraan sosial, 4) adanya perubahan skema Askesos lama 

menjadi Askesos Initiative. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program askesos 

dilakukan oleh beberapa implementer melalui tahap interpretasi, 

pengorganisasian, dan pengaplikasian. Pengaplikasisannya melalui 

program sosialisasi, observasi, seleksi, penetapan yayasan/organisasi 

pelaksana LPA, seleksi peserta Askesos, seleksi dan penetapan pendamping 

Askesos, bimbingan motivasi peserta Askesos, bimbingan teknis dan 

supervisi bagi LPA, pendampingan, pelaksanaan tabungan dan CDS, 

pengajuan manfaat dan pengendalian. Pelaksanaan program Askesos 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain, komunikasi, sumber daya, sikap 

atau disposisi, dan struktur birokrasi. Program Askesos dianggap sangat 

bermanfaat namun ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh implementer dan 
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peserta yakni kecukupan sumber daya keuangan, dan disposisi BPJS 

Ketenagakerjaan19 

Keempat, skripsi berjudul “Respon Pekerja Sektor Informal 

Terhadap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Bukan Penerima Upah Di Kecamatan Medan Baru”. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa jumlah pekerja informal yang sedikit dalam 

keikutsertaan mereka pada program perlindungan sosial tidak akan 

menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena 

perlindungan sosial dibuat salah satunya untuk membantu masyarakat 

keluar dari kemiskinan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal di lokasi 

penelitian mayoritas belum mendapatkan kepahaman mengenai program 

BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal, sehingga belum ada yang 

menajdi peserta dari program ini. Alasan dari ketidaktahuan mereka adalah 

karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait.20 

Yang membedakan penelitian ini dengan berbagai penelitian yang 

dijadikan referensi terdapat pada subyek dan fokus penelitian, dimana 

penelitian ini tidak hanya berfokus pada perlindungan sosial buruh informal 

                                                           
19 Hani Amaria, Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) New 

Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa 

YogyakartaTahun 2013-2014, Skripsi (Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
20 Rekha Yulia, Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Program Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Di Kecamatan Medan Baru Kota Medan,  

Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017). 
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secara umum namun mengerucut pada perlindungan sosial blantik sapi 

pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi 

dalam pembahasan, yang akan membantu penulis dalam masalah yang akan 

diteliti.21 

1. Konsep Perlindungan Sosial 

a. Definisi Perlindungan Sosial 

Dalam bukunya berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di 

Indonesia, (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang 

Kesehatan)” Edi Suharto menjelaskan bahwa perlindungan sosial dapat 

didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik 

yang dilakukan untuk merespon beragam risiko, kerentanan dan 

kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama 

yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan22. Artinya, 

perlindungan sosial sebenarnya merupakan suatu tindakan yang yang 

dilakukan untuk melindungi terutama masyarakat miskin dari berbagai 

risiko, kerentanan dan kesengsaraan.  

b. Tujuan Perlindungan Sosial 

                                                           
21 Zaenal Arifin, Dasar Pnulisn Karya Ilmiah (Ed.4) (Grasindo, 2008) hlm. 56. 

 
22 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, (Menggagas Model 

Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan),  (Bandung:  cv Alfabeta 2013), hlm 42. 
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 Edi Suharto dalam bukunya berjudul “Kemiskinan dan 

Perlindungan Sosial di Indonesia, (Menggagas Model Jaminan Sosial 

Universal Bidang Kesehatan)” memaparkan tentang tiga tujuan utama 

dari perlindungan sosial antara lain:  

1) Mencegah dan mengurangi risiko yang dialami manusia sehingga 

terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan. 

2) Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam 

menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan 

ketidakamanan sosial-ekonomi 

3) Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki 

standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak 

diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.23 

c. Elemen – Elemen Perlindungan Sosial 

 Menurut Asian Development Bank (ADB) perlindungan sosial 

mencakup lima elemen utama, yakni pasar tenaga kerja, asuransi sosial, 

bantuan sosial, skema mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan 

anak.24 

1) Pasar tenaga keja (labour market) 

Pekerjaan pada dasarnya merupakan “perlindungan sosial” 

bagi setiap individu, sebab pekerjaan yang memberikan penghasilan 

                                                           
23 Ibid, hlm. 43. 

 
24 Ibid, hlm. 45. 
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memungkinkan seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan 

hidup dan mengurangi risiko.25 

2) Asuransi Sosial (Social Insurance) 

Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang 

diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, 

iuran atau tabungan. Program ini mengurangi risiko melalui 

program penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, 

kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, hari tua, dan 

kematian.26 

3) Bantuan sosial (social assistance)  

Bantuan sosial, atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan 

publik (public assistance) dan pelayanan kesejahteraan (welfare 

services) mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial 

yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga 

dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi 

kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya.27 

4) Skema Mikro dan Berbasis Komunitas 

Perlindungan skema mikro dan berbasis komunitas memiliki 

tujuan untuk melindungi kerentanan dalam skala komunitas. Pada 

awalnya, program-program yang dikembangkan untuk memberikan 

                                                           
25 Ibid, hlm. 46. 

  
26 Ibid, hlm. 47. 

 
27 Ibid, hlm. 47. 
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perlindungan dan jaminan bagi masyarakat di pedesaan dan pekerja 

sektor informal di perkotaan.  Ada beberapa bentuk perlindungan 

sosial mikro dan berbasis komunitas:   

a) Asuransi mikro.  Skema-skema yang didasarkan pada kontribusi 

dan sukarela yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dalam 

menghimpun dana untuk mengatasi risiko-risiko pada skala 

komunitas. Tujuan utama skema ini adalah untuk membantu para 

anggotanya menghadapi masalah ketiadaan dana yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, seperti biaya pengobatan, kematian, 

penguburan.  

b) Asuransi pertanian. Mekanisme penghimpunan dana yang dapat 

digunakan untuk mengantisipasi kerugian akibat kejadian-kejadian 

alam dan sosial (banjir, hama, krisis pupuk, harga gabah merosot) 

yang merugikan petani. 

c) Dana sosial berbasis masyarakat. Lembaga-lembaga yang dikelola 

komunitas setempat untuk memberdayakan warga melalui 

penyediaan dana bagi kegiatan-kegiatan skala kecil, seperti 

pembangunan fasilitas umum atau usaha ekonomi produktif. 

d) Manajemen kebencanaan. Skema ini membantu masyarakat 

menghadapi dan mengurangi risiko bencana, terutama bagi mereka 

yang mengalami hambatan mobilitas, seperti ODKK, anak-anak 

dan lanjut usia.28 

                                                           
28 Ibid, hlm. 49. 
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5) Perlindungan Anak (child protection) 

Kebijakan perlindungan sosial khusus bagi anak-anak 

merupakan investasi sosial yang penting. Kebijakan perlindungan 

sosial bagi anak sebaiknya terintegrasi dengan kebijakan lainnya. 

Misalnya, dengan kebijakan kesehatan nasional untuk pencegahan 

kecacatan (imunisasi, pengontrolan malaria, kesehatan sekolah, 

pendidikan gizi, perbaikan perawatan kehamilan dan kelahiran) 

atau kebijakan pendidikan (BOS, penyediaan bis sekolah, program 

makan siang anak).29 

d. Program-Program Perlindungan Sosial di Indonesia 

 Beberapa program perlindungan sosial yang dilaksanakan di 

Indonesia diantaranya:  

1) Program Bantuan Sosial 

 Pada bagian ini, bantuan sosial dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yakni bantuan sosial reguler dan bantuan sosial temporer. 

Bantuan sosial reguler ditujukan untuk menanggulangi risiko dan 

kerentanan berdasarkan siklus hidup dan memiliki sifat yang permanen, 

dan diberikan kepada individu/rumah tangga penerima berdasarkan 

jenis kerentanan yang dihadapi secara berkelanjutan. Bantuan sosial 

temporer ditujukan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang 

disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi, dan 

                                                           
 
29 Ibid, hlm. 50. 
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diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi 

darurat. 

a) Program Bantuan Sosial Reguler 

Program asistensi sosial reguler diberikan kepada penerima manfaat 

PKH (Program Keluarga Harapan). Pada PKH dikenal dengan 

komplementaritas PKH yaitu semua yang tergabung sebagai penerima 

manfaat PKH didesain untuk mendapatkan semua program 

penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial. 

Program-program perlindungan sosial dan jaminan sosial yang 

dijalankan oleh pemerintah didesain untuk dapat saling melengkapi 

sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.  

PKH sebagai program perlindungan sosial yang berfokus pada 

perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin akan menjadi dasar 

penargetan program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya. 

Program-program tersebut antara lain:  

1. Jaminan Kesehatan Nasional, seluruh peserta PKH pada saat yang 

bersamaan juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program 

Jaminan Kesehatan Nasional, dengan program bernama Kartu 

Indonesia Sehat (KIS).  

2. Beras untuk Kesejahteraan (Rastra) yang kini bernama Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT).  
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3. Program Indonesia Pintar, peserta PKH usia 6-21 tahun juga 

menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar. 

4. Kelompok Usaha Bersama merupakan kelompok warga yang 

dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama.  

5. Rumah Tinggal Layak Huni adalah program bantuan yang 

ditujukan untuk memperbaiki masyarakat miskin yang tinggal di 

rumah tidak layak huni.  

6. Asistensi Lanjut Usia Telantar adalah penyaluran bantuan tunai 

bagi keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga lansia berusia 

70 tahun ke atas.  

7. Asistensi sosial penyandang disabilitas berat.30 

Selain program-program tersebut, terdapat satu program bantuan 

sosial regular yang terdapat di Indonesia yakni adalah pemberdayaan 

komunitas adat terpencil (KAT). 

b) Program Bantuan Sosial Temporer 

 Pertama, terdapat bantuan sosial korban bencana alam dan sosial. 

Salah satu jenis program bantuan sosial temporer adalah bantuan sosial 

korban bencana alam dan sosial. Klasifikasi bencana yang ditangani 

secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, 

bencana nonalam, serta bencana sosial. Bencana alam merupakan 

                                                           
30 Habibullah, “Perlindungan Sosial Komperhensif Di Indonesia,” Jurnal Sosio Informa 

vol. 3, no. 1 (2017). 
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bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, dll. Bencana 

non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit.  

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia, yang 

meliputi konflik sosial antar kelompok, konflik antar komunitas, dan 

teror. Jenis bantuan yang diberikan diantaranya bantuan langsung, 

penyediaan aksesibilitas, serta bantuan penguatan kelembagaan. 

Bantuan-bantuan sosial tersebut secara umum ditangani oleh dua 

lembaga, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 

Kementerian Sosial. 

Kedua, bantuan sosial untuk bencana/guncangan ekonomi. Bantuan 

sosial untuk guncangan ekonomi diberikan saat terjadi kondisi seperti 

terjadinya perubahan ekonomi yang drastis seperti saat kenaikan BBM. 

2) Program Jaminan Sosial 

 Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan alat jaminan sosial 

untuk menghimpun dana dalam rangka mengatasi risiko sosial ekonomi 

seperti sakit, kematian, dan hari tua.  

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), badan 

penyelenggara program jaminan sosial yang semula diselenggarakan 
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oleh 4 badan penyelenggara jaminan sosial, selanjutnya bertransformasi 

menjadi 2 badan penyelenggara dan berbentuk menjadi badan hukum 

publik, yaitu: (1) BPJS Kesehatan; dan (2) BPJS Ketenagakerjaan.31 

Pada bagian ini, program jaminan sosial dibagi menjadi dua yakni 

program jaminan sosial bidang kesehatan dan jaminan sosial bidang 

ketenagakerjaan.32 

a. Program Jaminan Kesehatan 

 Dengan diselenggarakannya satu sistem jaminan kesehatan 

bagi seluruh penduduk pada tahun 2014, maka berbagai jenis 

jaminan kesehatan akan melebur ke dalam program JKN (Jaminan 

Kesehatan Nasional). Program JKN ini diselenggarakan melalui 

BPJS Kesehatan yang sudah beroperasi sejak 1 Januari 2014 (UU 

Nomor 24 tahun 2011).33 Jaminan Kesehatan ini mengacu pada 

prinsip asuransi sosial, yaitu:  peserta wajib membayar iuran, dapat 

dilayani di semua wilayah Indonesia (portabilitas) dan mendapatkan 

pelayanan yang sama (equal).34 Secara sederhana BPJS kesehatan 

memiliki tugas memberikan jaminan perlindungan kesehatan secara 

                                                           
31 Retno Dwi Harianti, Analis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

di Kota Semarang, Skripsi (Semarang:  Universitas Negeri Semarang, 2017). 
 
32 Raditya Waahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, Eldi Rahmadan, “Perlindungan 

Sosial di Indonesia:  Tandtangan dan Arah Kedepan”, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan 

Masyarakat, Kementeriaan PPN/Bappenas, (Desember, 2014). 

 
33 Admin, Jaminan Kesehatan Nasional, http: //www.jkn.kemkes.go.id/faq.php, diakses 

pada 12 Agustus 2021. 

 
34  Admin, JKN Kemenkes, http: //www.jkn.kemkes.go.id/detailberita.php?id=59, diakses 

pada 12 Agustus 2021. 
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mendasar kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali, 

artinya seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS 

Kesehatan. 

 Meskipun wajib namun secara umum kepeserta Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) adalah setiap orang, termasuk orang 

asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang 

telah membayar iuran, meliputi peserta Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan (PBI) yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu, 

dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan dan peseta Bukan Penerima Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan (Non PBI) yaitu peserta yang tidak tergolong 

fakir miskin dan orang tidak mampu.35 

 Jaminan kematian diatur didalam PP No. 44 Tahun 2015 dan 

memberikan pengertian bahwa jaminan kematian adalah manfaat 

uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Kematian yang 

dimaksud dalam peraturan ini adalah kematian yang terjadi secara 

alami atau kematian yang terjadi karena diderita penyakit dan bukan 

karena kecelakaan kerja, dan kematian akibat dari kecelakaan saat 

                                                           
35 Andita Kusumaningrum, Muhammad Azinar, “Kepesertaan Masyarakat Dalam Jaminan 

Kesehatan Nasional Secara Mandiri,” HIGEIA (Journal of Public Health Research and 

Development) vol. 2, no. 1 (Februari 2018). 
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bekerja merupakan pengertian yang dimasukan ke dalam pengertian 

jaminan kecelakaan kerja..36 

b. Program Jaminan Ketenagakerjaan 

 Selain BPJS Kesehatan, BPJS sebagai badan penyelenggara 

jaminan kesejahteraan sosial juga berfokus pada bidang 

ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan pada prinsipnya 

menyelenggarakan upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga 

kerja dalam bentuk santunan berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, 

bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Mekanisme asuransi 

merupakan mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan jaminan 

tenaga kerja, dan setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial 

tenaga kerja. Pekerja/buruh yang ingin mendapatkan jaminan 

kesehatan dan jaminan sosial harus melakukan pendaftaran dan 

membayar iuran sebagai peserta BPJS.37  

 Program Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial) masuk 

dalam skema asuransi sosial ini dimana pelaksanaan program 

Askesos bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan namun dengan 

beberapa ketentuan. Askesos sendiri secara sederhana merupakan 

program yang dibentuk oleh Kementrian Sosial RI untuk 

                                                           
36 Admin, “Jaminan Kesehatan Nasional”, http: //www.jkn.kemkes.go.id/faq.php , diakses 

pada 12 Agustus 2021. 

 
37 Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial 

Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial,” Kertha Semaya :  Journal Ilmu Hukum, vol 

.6, no. 2 (2018), hlm. 5. 

 

http://www.jkn.kemkes.go.id/faq.php
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memberikan perlindungan, pertanggungan bagi masyarakat pekerja 

sektor informal yang masuk dalam kategori miskin, terhadap risiko 

menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah 

utama mengalami sakit, kecelakaan ataupun meninggal dunia. 

Program Askesos ini memberikan jaminan sosial berupa pengganti 

penghasilan yang hilang, akibat sakit, kecelakaan kerja (JKK) dan 

kematian (JK). 

 Secara lebih sederhana mereka yang menjadi peserta 

Askesos ini akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 

iurannya akan dibayar pemerintah selama satu tahun, namun 

program yang didapatkan hanya berupa Jaminan kecelakaan kerja 

dan jaminan kematian. 

 Namun terdapat kelemahan dari program Askesos ini, seperti 

masa penanggungan dari pemerintah yang dianggap terlalu singkat 

yakni hanya 12 bulan atau 1 tahun, dan juga kriteria usia peserta 

yakni 18-55 tahun, hal ini dianggap terlalu singkat karena pekerja 

informal diatas usia 55 tahun masih banyak yang bekerja dan 

menjadi tulang punggung keluarga.38 

 Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan BPJS Ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b melaksanakan 

                                                           
38 Habibullah, Ahmad Jauhari, and Santi Nurhayati, “Studi Kebijakan: Reformulasi 

Asuransi Kesejahteraan Sosial,” Sosio Konsepsia, vol. 4, no. 2 (April 2015). 
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beberapa program antara lain:  Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan 

hari tua; Jaminan pensiun; dan Jaminan kematian. 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja  

Penanggulangan kehilangan sebagian atau seluruh 

penghasilan dikarenakan penyakit, disabilitas, atau kematian yang 

disebabkan oleh kecelakaan kerja baik secara fisik maupun mental 

merupakan cakupan dari program jaminan kecelakaan kerja. 

Program ini memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi atas 

kecelakaan yang dialami pekerja mulai dari perjalanan berangkat 

kerja, selama bekerja, hingga pulang kembali ke tempat tinggalnya. 

Penggantian biaya transportasi, pengobatan, perawatan, serta biaya 

rehabilitasi merupakan kompensasi yang diberikan. Selain itu 

terdapat bantuan santunan sementara tidak mampu bekerja, 

santunan disabilitas total tetap, serta santunan kematian.39 

2) Jaminan Hari Tua 

Seperti yang telah diejalaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) UU 

SJSN, prinsip jaminan hari tua adalah memberikan jaminan kepada 

peserta apabila telah memasuki masa pensiun, mengalami cacat 

total tetap, atau meninggal dunia berupa pemberian uang tunai. 

Secara sederhana program jaminan hari tua merupakan program 

penghimpunan sebagai tabungan bagi pesertanya. Kepesertaan 

                                                           
39 Raditia Waahyu Supriyanto, Elsa Ryan Ramdhani, Eldi Rahmadan, “Perlindungan Sosial 

di Indonesia:  Tantangan dan Arah Kedepan” Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan 

Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas, Cetakan 1, (Desember, 2014). 
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program jaminan hari tua dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu 

peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain 

penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah.  

3) Jaminan Pensiun  

 Jaminan Pensiun memiliki tujuan untuk mempertahankan 

derajat hidup atau kualitas hidup peserta dan/atau ahli waris 

program ini dengan memberikan penghasilan setelah peserta 

mengalami masa pensiun, cacat total tetap,atau meninggal dunia.  

 Secara umum, kepesertaan jaminan pensiun terbagi dalam 2 

(dua) kelompok utama, yaitu:  1) Pekerja yang bekerja pada pemberi 

kerja penyelenggara negara; dan 2) Pekerja yang bekerja pada 

pemberi kerja selain penyelenggara negara.40  

4) Jaminan Kematian 

Jaminan kematian diatur didalam PP No. 44 Tahun 2015 dan 

memberikan pengertian bahwa jaminan kematian adalah manfaat 

uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Kematian yang 

dimaksud dalam peraturan ini adalah kematian yang terjadi secara 

alami atau kematian yang terjadi karena diderita penyakit dan bukan 

karena kecelakaan kerja, dan kematian akibat dari kecelakaan saat 

                                                           
40 Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Di Indonesia (Sinar Grafika, 2018). 
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bekerja merupakan pengertian yang dimasukan ke dalam pengertian 

jaminan kecelakaan kerja.41 

2. Pekerja Informal 

a. Definisi Pekerja Informal 

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003, 

pekerja informal mengacu pada orang yang bekerja tanpa relasi kerja, 

yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, 

upah dan kekuasaan. Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai 

semua bisnis komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) 

yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal.42 

b. Ciri – Ciri Pekerja Informal 

Dari pengertian dan ciri-ciri sektor informal yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, Taufiq Ritonga dalam jurnalnya menarik kesimpulan 

bahwa ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut:  

1) Tidak memerlukan izin usaha.  

2) Modal yang dimiliki terbatas dan padat karya.  

3) Sektor informal adalah unit usaha dengan pola kegiatan tidak 

teratur dengan manajemen yang sederhana.  

                                                           
41 Ibid. 
 
42 Suahasil Nazara, International Labour Office, Ekonomi informal di Indonesia:  ukuran, 

komposisi dan evolusi (Jakarta:  ILO, 2010) hlm. 9. 
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4) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sederhana.  

5) Jumlah produksi terbatas dan produksinya berkualitas rendah 

jika dibandingkan sektor formal.  

6) Tidak memandang tingkat pendidikan dan tidak membutuhkan 

keahlian khusus dalam menjalankan usahanya.  

7) Penghasilan yang diperoleh tidak menentu.  

8) Pada umumnya satuan usahanya mempekerjakan tenaga kerja 

dari kalangan keluarga dan jika menerima pekerja hanya 

berdasarkan kepercayaan.  

9) Status pekerja tidak tetap artinya bukan merupakan karyawan 

atau pekerja tetap dengan kontrak kerja tertentu.  

10) Mudah keluar masuk usaha dan dapat beralih ke usaha lain, dan  

11) Kurang mendapat dukungan dari pemerintah.43 

c. Jenis-Jenis Pekerja Informal 

 Jenis-jenis lapangan pekerjaan yang dapat dikategorikan sektor 

informal antara lain adalah pekerjaan pada sektor pertanian termasuk 

perikanan dan juga peternakan. Yang termasuk pekerja sektor informal 

untuk lapangan pekerjaan ini adalah buruh tani, nelayan, peternak. 

Lapangan pekerjaan lain yang termasuk sektor informal adalah 

perdagangan. Di perdagangan, pekerjanya banyak yang merupakan 

pekerja sektor informal, yaitu pedagang kaki lima, pedagang 

                                                           
43 Ibid, hlm. 279. 
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asongan,pedagang kebutuhan sehari-hari (penjaga warung), pedagang 

pakaian, pedagang makanan dan sebagainya yang merupakan wiraswata 

atau pengusaha di usaha kecil menengah, mereka bedagang dengan 

modal kecil dan kadang-kadang tanpa karyawan. Pekerja-pekerja sektor 

informal lainnya adalah asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga), 

kuli bangunan, tukang batu, supir pribadi, supir angkutan umum, 

pengemudi ojek perorangan,44dan blantik sapi. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana 

penelitian kualitatif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui dan memahami suatu fenomena empiris secara lebih 

menyeluruh secara deskrpsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk 

menghasilkan suatu data, pada suatu konteks tertentu dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.45 Kebaruan informasi yang 

akan diperoleh pada situasi sosial (lapangan) merupakan fokus dalam 

proposal penelitian kualitatif.46 Situasi sosial dalam penelitian ini adalah 

perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali. 

                                                           
44 Sita Dewi, Dwi Listyowati, dan Bertha Elvy Napitupulu, “Sektor Informal dan Kemajuan 

Teknologi Informasi di Indonesia,” Jurnal Mitra Manajemen, vol. 11, no. 1 (Februari 2020), hlm. 

32. 

 
45 Tatang  M Arimin, Menyusun Rencana Penelitian (Cv Rajawali, 1986). 

 
46 Ibid, hlm. 209. 
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Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber 

data primer berupa wawancara secara langsung dan observasi 

partisipasif. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

 Subjek atau informan adalah orang-orang yang dianggap 

memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai situasi 

dan kondisi latar atau obyek penelitian. Tehnik penelitian ini 

menggunakan non probability sampling dengan menggunakan 

snowball sampling dalam pemilihan subjek. Snowball subjek adalah 

penentuan subjek melalui key-informan, kemudian informan kunci 

ini akan merekomendasikan siapa saja informan selanjutnya yang 

dapat dimintai informasi atau data dan berhenti ketika 

informasi/data yang diperoleh sudah cukup. 

 Adapun subyek dalam penelitian ini yakni 3 orang blantik 

sapi di pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali, atas nama Gunawan 

(Ampel, Boyolali), Yatno (Mojosongo, Boyolali), dan Aji (Selo, 

Boyolali). 2 orang petugas pengelola pasar ternak Jelok, Cepogo, 

Boyolali dari dinas Perdagangan Kabupaten Boyolali, yakni Bp. 

Wiyono (koordinator pengelola pasar Jelok) dan Bp. Rofi (petugas 

penagih retribusi pasar Jelok) dan 2 orang pedagang sapi yang 

memiliki hubungan kerjasama dengan blantik sapi di lokasi yang 

sama, yakni Bp. Siswanto dan Bp. Dimas. 
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b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini yakni berkaitan dengan perlindungan 

sosial blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yakni langkah yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Lazimnya, pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif menggunakan 3 metode, yakni:   

a. Wawancara  

 Wawancara merupakan suatu proses komunikasi tanya jawab lisan 

antara pewawancara (orang yang melakukan wawancara) dan orang 

yang diwawancarai dengan tujuan dan maksud tertentu.  

Singh menuliskan bahwa terdapat dua macam wawancara yaitu 

wawancara formal dan informal. Wawancara formal atau wawancara 

terstruktur adalah sebuah prosedur wawancara sistematis dimana 

pertanyaan sudah disiapkan dan diurutkan sebelumnya. Sedangkan 

wawancara informal atau tidak terstruktur ialah wawancara yang 

pertanyaannya tidak dipersiapkan dulu daftar pertanyannya sehingga 

pewawancara memiliki kuasa penuh atas pertanyannya untuk menggali 

informasi sesuai tema atau topik pembahasannya 47  

                                                           
47 Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif:  Wawancara Terhadap Elit,” 

Aspirasi:  Jurnal Masalah-masalah Sosial, vol. 4, no. 2 (Desember 2013), hlm. 168. 
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan tehnik penelitian tidak 

terstruktur, dan wawancara dilakukan kepada 7 orang, yakni  tiga orang 

blantik sapi Pasar Ternak Jelok, Cepogo, Boyolali, dua orang pengelola 

pasar ternak Jelok dari Dinas Perdagangan Kabupaten Boyolali, dan dua 

orang pedagang sapi yang memiliki hubungan kerjasama dengan blantik 

sapi di lokasi yang sama dengan subyek sebelumnya. 

Pada proses wawancara untuk pengambilan data ini, peneliti 

menemui kesulitan diantaranya mulai dari kesulitan mencari 

narasumber atau informan, beberapa calon informan terutama dari 

kelompok blantik sapi yang direkomendasikan oleh informan yang 

sudah diwawancarai menolak menjadi informan karena beberapa alasan, 

mulai dari sibuk bekerja sampai dengan khawatir tidak mampu 

menjawab pertanyaan. Kesulitan kedua adalah lama waktu proses 

wawancara, bahkan peneliti sempat membutuhkan waktu sekitar 15 hari 

hanya untuk mengambil data dari 1 orang informan, alasannya karena 

kesibukan informan saat di pasar. 

b. Observasi 

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas 

manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung 

secara terus menerus dari  aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan 

fakta.48 Lull (1982:  401) menyebutkan bahwa jenis observasi biasanya 

                                                           
48 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan 

Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial),” At-Taqaddum vol. 8, no. 1 (Januari 2017), hlm. 26. 

 



38 
 

dibagi berdasarkan pada keterlibatan peneliti terdiri dari participant 

observation, dan non participant observation. Observasi partisipan 

berarti orang yang melakukan observasi ikut terlibat dalam kehidupan 

orang yang diobservasi, sedangkan observasi non partisipan tidak 

melibatkan orang yang melakukan observasi pada kehidupan orang yang 

diobservasi.49 Observasi dalam penelitian ini yakni observasi 

partisipasif dimana peneliti mengikuti kegiatan subyek yang 

diobservasi. 

Peneliti ikut serta kegiatan blantik dalam bekerja. Peneliti mengikuti 

segala kegiatan yang dilakukan oleh salah satu informan yang telah 

dimintai izin sebelumnya di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali. Peneliti berpartisipasi aktif dalam menjual sapi 

milik pedagang, memajang sapi, berkeliling menjajakan sapi untuk 

mencari pembeli, sampai dengan bernegosiasi dengan pembeli. 

Pedagang yang peneliti bantu sempat ingin memberikan peneliti upah 

juga saat peneliti berhasil menjualkan sapi miliknya, namun peneliti 

menolak dan meminta pedagang tersebut memberikan upah tersebut 

kepada blantik yang menjadi informan peneliti. Saat melakukan 

observasi partisipasif peneliti sempat merasakan terinjak sapi, terseret 

dan terseruduk sapi. 

c. Dokumentasi 

                                                           
49 Ibid, hlm. 36. 

 



39 
 

Selain dari tehnik wawancara dan observasi, data dapat juga 

diperoleh dari arsip foto, catatan harian, surat, hasil rapat, jurnal, 

cenderamata dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti perlu memiliki 

kepekaan teoritik agar dapat mendapatkan fakta dari barang barang 

tersebut. 

Sayangnya peneliti tidak menemukan banyak data dari dokumentasi, 

hanya terdapat data pedagang yang diperoleh dari pengelola dan 

beberapa foto pasar Jelok yang diambil secara pribadi oleh peneliti. 

4. Metode Analisis Data 

Noeng Muhadjir sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rijali dalam 

“Analisis Data Kualitatif” mengemukakan pengertian analisis data 

sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 

bagi orang lain, dan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis 

perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”50 Adapun langkah-

langkah analisis data kualitatif yaitu:  

a. Reduksi Data, yakni mengkode, meringkas, dan mengkategorisasi 

data untuk menemukan aspek penting dalam penelitian. 

                                                           
50  Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah:  Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 17, 

no. 33 (Januari, 2019), hlm. 84. 
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b. Pengorganisasian Data, yakni proses pengumpulan informasi yang 

berkaitan dengan tema-tema atau pokok bahasan tertentu dan 

menyajikan data dalam teks. 

c. Interpretasi data, proses memberi arti dan signifikansi terhadap 

analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari 

hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada. 

5. Uji Keabsahan Data 

Untuk mengukur tingkat kebenaran data dalam sebuah penelitian 

kualitatif perlu diadakan uji keabsahan data. Teknik Trianggulasi 

menjadi salah satu teknik yang dapat digunakan dalam uji keabsahan 

data. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan 

menganalisa dari berbagai perspektif.  

Bachtiar S. Bahri dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa 

trianggulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang benar benar abash dengan menggunakan metode ganda. Terdapat 

5 jenis trianggulasi, yakni trianggulasi metode, trianggulasi sumber, 

trianggulasi waktu, trianggulasi teori, dan trianggulasi peneliti.51 

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan trianggulasi metode dan trianggulasi sumber. 

Trianggulasi metode yakni peneliti membandingkan data yang didapat 

                                                           
51 Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian 

Kualitatif,” Jurnal Teknologi Pendidikan, vol. 10, no. 1 (April 2010), hlm.17. 
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dari metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi partisipasif. Hasil dari 

data tersebut dapat dibandingkan kemudian apakah menghasilkan data 

yang berbeda atau bahkan sama sehingga kebenarannya teruji. 

Sedangkan trianggulasi sumber yakni peneliti melakukan penggalian 

informasi secara detail dari sumber informasi seperti informan melalui 

wawancara dan observasi partisipasif. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan cara pembahasan yang dibuat 

secara sistematis, sistematika ini dibuat secara utuh, menyeluruh, dan 

sistematis tentang penelitian yang ditulis oleh peneliti agar memudahkan 

pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Dalam penulisan ini terdapat 

empat bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.  

Bab I berisi latar belakang dan gambaran umum penulisan dalam 

penelitian ini, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II berisi gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni 

pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

Bab III merupakan jabaran pemahaman laporan hasil penelitian 

mengenai perlindungan sosial blantik sapi pasar ternak Jelok, Cepogo, 

Boyolali. 



42 
 

Bab IV merupakan penutup dari penelitian yang memuat 

kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup serta saran bagi 

pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Perlindungan Sosial Terhadap Blantik Sapi Pasar Jelok 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa blantik sapi sebagai pekerja 

sektor informal memiliki berbagai resiko dan kerentanan dalam berbagai 

aspek kehidupannya, mulai dari resiko fisik, ekonomi dan, sosial. 

Kemudian dari banyaknya program perlindungan sosial yang ada di 

Indonesia, tidak semua program didapatkan oleh blantik sapi pasar 

ternak Jelok, secara lebih rinci ketika program perlindungan sosial di 

Indonesia mengacu pada 5 elemen perlindungan sosial, blantik sapi 

mendapatkan perlindungan sosial dalam sektor pasar tenaga kerja, 

skema mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak. 

Sedangkan pada sektor asuransi sosial dan bantuan sosial tidak 

terpenuhi pada blantik sapi pasar ternak Jelok, Cepogo, Boyolali. 

 

2. Faktor-faktor tidak terpenuhinya perluindungan sosial terhadap 

blantik sapi. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan tidak terpenuhinya perlindungan sosial terhadap blantik 

dikarenakan oleh beberapa hal yakni mulai dari kesibukan blantik sapi 

dalam bekerja, tidak adanya asosiasi atau serikat pekerja bblantik sapi 

pasar ternak Jelok, kurangnya kepedulian blantik terkait perlindungan 
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sosial terhadap mereka, tidak adanya sosialisasi yang diperoleh blantik 

sapi, kekhawatiran blantik sapi tidak mampu membayar iuran asuransi 

sosial, sampai dengan tidak masuknya informan blantik sapi kedalam 

kriteria penerima bantuan. 

B. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa perbaikan-perbaikan yang 

perlu dilakukan beberapa pihak antara lain, 

Pertama, blantik sapi pasar Jelok diharapkan memiliki asosiasi 

ataupun serikat dan semacamnya sebagai wadah mereka dalam 

menyuarakan banyak hal mulai dari solidaritas antar blantik dan termasuk 

untuk menyuarakan keluh-kesah mereka secara massal. 

Kedua, kepada pemerintah pada level pusat hingga daerah 

diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara lebih luas kepada setiap 

elemen masyarakat dengan berbagai metode yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat luas. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih jeli dalam 

melakukan pendataan kepada masyarakat dalam kepesertaan masayrakat 

sebagai penerima bantuan.   

Ketiga, kepada pengelola pasar Jelok agar dapat membantu blantik 

dalam membentuk asosiasi pekerja blantik sapi, dan juga aktif merespons 

segala bentuk keluh dan kesah pekerja di pasar Jelok termasuk blantik sapi.  
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